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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web
resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan
situs web resmi sebagai sumber data utama. Data dianalisis melalui analisis tematik untuk mengungkapkan berbagai
aspek komunikasi digital yang diterapkan oleh pemerintah desa. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi
komunikasi pemerintahan digital telah meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan
publik. Melalui penyajian informasi tentang aktiviatas pemerintah desa, integrasi media sosial, dan fitur interaktif seperti
survei, pemerintah desa berhasil memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun fondasi yang lebih kuat
bagi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif di tingkat desa. Kesimpulannya, transformasi digital dalam
pemerintahan lokal membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan aksesibilitas informasi dan partisipasi warga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya
integrasi komunikasi pemerintahan digital sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat, serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
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Abstract: The aim of this research is to investigate the integration of digital government
communications through the official website of Tontouan Village, Luwuk District. The
research method used is qualitative using the official website as the main data source. Data
was analyzed through thematic analysis to reveal wvarious aspects of digital
communication implemented by village governments. The main findings show that the
integration of digital government communications has increased transparency, citizen
participation and the effectiveness of public services. Through providing information
about wvillage government activities, social media integration, and interactive features
such as surveys, village governments have succeeded in strengthening relationships with
the community and building a stronger foundation for inclusive and responsive
governance at the village level. In conclusion, digital transformation in local government
has a significant positive impact in improving the quality of life of the community through
increasing information accessibility and citizen participation. Thus, this research
confirms the importance of integrating digital government communications as a means of
strengthening relations between government and society, as well as increasing the
effectiveness of government governance at the local level.
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Pendahuluan

Tren adopsi transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam perubahan
yang signifikan dalam tatakelola pemerintahan di berbagai negara (Hardi & Gohwong,
2020; Song & Lee, 2016; Ullah et al., 2021). Salah satu dampak paling mencolok adalah dalam
peningkatan efisiensi operasional dan penyediaan layanan publik (Ibrahim et al., 2023).
Melalui digitalisasi, beragam proses administratif dapat dilakukan secara lebih cepat dan
efisien, mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mempercepat respons terhadap
kebutuhan masyarakat (Abdulkareem et al., 2022; Cestnik & Kern, 2014; Lee & Porumbescu,
2019; Twizeyimana & Andersson, 2019). Dengan adopsi sistem informasi terintegrasi dan
teknologi otomatisasi, pemerintah dapat menyederhanakan proses-proses kompleks dan
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Manfaat transformasi digital dalam tatakelola
pemerintahan tidak hanya terbatas pada efisiensi operasional. Hal ini juga membuka pintu
bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selain itu, adopsi transformasi digital juga memungkinkan pemerintah untuk
mengembangkan layanan publik yang lebih inovatif dan terintegrasi. Dengan
memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things
(IoT), pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada
masyarakat. Misalnya, implementasi sistem e-government memungkinkan warga untuk
mengakses layanan pemerintah secara online, mulai dari pembayaran pajak hingga
pengajuan dokumen resmi, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang
diperlukan untuk berinteraksi dengan pemerintah. Ini semua menciptakan fondasi yang
kokoh untuk masyarakat yang lebih terhubung, efisien, dan berpartisipasi dalam proses
pemerintahan (Ahn & Bretschneider, 2011; Robles et al., 2022; Yang & Rho, 2007; Zorali &
Kanipek, 2023).

Salah satu aspek terpenting dari transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan
adalah penggunaan situs web resmi. Situs web ini menjadi jendela utama bagi pemerintah
untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Dengan menyediakan informasi
yang terperinci tentang kebijakan, program, dan layanan yang mereka tawarkan, situs web
resmi memungkinkan akses yang lebih mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi
yang mereka butuhkan tanpa harus menghadiri kantor pemerintah secara fisik. Ini tidak
hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memberikan transparansi yang
lebih besar tentang aktivitas dan keputusan pemerintah kepada publik (Nawafleh, 2018;
Paul & Das, 2020; Thompson et al., 2020).

Selain itu, situs web resmi juga menjadi platform untuk interaksi dua arah antara
pemerintah dan masyarakat. Dengan menyediakan formulir online, forum diskusi, atau
saluran komunikasi lainnya, pemerintah dapat menerima umpan balik langsung dari warga
mengenai kebijakan atau layanan yang mereka berikan. Ini membuka pintu untuk
keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dan
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memungkinkan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi warga secara lebih
efektif. Dengan demikian, situs web resmi tidak hanya menjadi alat penting dalam
menyebarkan informasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat, menjadikannya salah satu pilar utama dari transformasi digital dalam
tatakelola pemerintahan (Baharuddin et al., 2022; Cheng & Chen, 2023; Liang & Wang, 2023;
Rosenberg, 2024).

Situs web resmi pemerintah menjadi pilar utama dalam komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat, karena menyediakan platform yang mudah diakses dan
transparan untuk pertukaran informasi (Cheng & Chen, 2023; Liang & Wang, 2023). Dengan
menyajikan kebijakan, program, dan layanan secara terperinci, situs web memfasilitasi
akses yang lebih mudah bagi warga untuk mendapatkan informasi tanpa hambatan fisik.
Lebih dari sekadar menyediakan informasi, situs web juga menciptakan saluran
komunikasi dua arah, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan umpan balik,
pertanyaan, atau kekhawatiran mereka kepada pemerintah dengan cepat dan efisien.
Dalam konteks ini, situs web resmi bukan hanya sebagai jendela, tetapi sebagai pintu
gerbang bagi partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan
pemerintah.

Beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk,
Sulawesi Tengah, di mana pemerintahnya juga mengadopsi penggunaan situs web resmi
sebagai alat penting dalam tatakelola pemerintahannya. Situs web resmi Desa Tontouan
memberikan akses yang lebih mudah bagi penduduk setempat untuk mendapatkan
informasi terkini tentang kegiatan pemerintah, kebijakan, program pembangunan, serta
layanan publik yang tersedia. Dengan adanya situs web resmi, penduduk Desa Tontouan
dapat dengan cepat dan mudah memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke
kantor pemerintahan desa. Selain itu, situs web tersebut juga menjadi wadah bagi interaksi
antara pemerintah desa dan masyarakat, memungkinkan penduduk untuk memberikan
masukan, saran, atau keluhan secara online, sehingga memperkuat partisipasi dan
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di
tingkat lokal.

Secara umum, situs web adalah sebuah halaman atau kumpulan halaman yang
diakses melalui internet dan disajikan dalam bentuk teks, gambar, audio, video, atau
kombinasi dari semuanya. Situs web berfungsi sebagai wadah untuk menyajikan informasi,
produk, atau layanan kepada pengguna internet. Biasanya, situs web terdiri dari berbagai
halaman yang terhubung satu sama lain melalui tautan atau hyperlink, membentuk
struktur navigasi yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi berbagai konten yang
disediakan. Situs web dapat digunakan oleh berbagai entitas, termasuk individu, bisnis,
organisasi, dan pemerintah, untuk berbagai tujuan seperti informasi, promosi, penjualan,
komunikasi, dan interaksi dengan pengguna (Chowdhury et al.,, 2024; Knock et al., 2024;
Sedhain et al., 2024). Dengan berkembangnya teknologi digital, situs web telah menjadi
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salah satu alat utama dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, pendidikan, komunikasi,
dan pelayanan publik.

Tren adopsi transformasi digital telah mengubah lanskap tatakelola pemerintahan di
berbagai negara, termasuk di Indonesia, di mana pemerintah di berbagai tingkatan semakin
mengadopsi penggunaan situs web resmi sebagai sarana komunikasi dan penyedia layanan
publik yang efisien. Situs web resmi memungkinkan akses mudah bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi, berinteraksi dengan pemerintah, dan memberikan masukan secara
online. Di Desa Tontouan, Sulawesi Tengah, penggunaan situs web resmi juga telah
menjadi bagian integral dari upaya pemerintah desa untuk memperkuat keterlibatan
masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan lokal.
Dengan demikian, situs web resmi tidak hanya menjadi alat penting dalam transformasi
digital tatakelola pemerintahan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan
responsif.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang integrasi komunikasi
pemerintahan digital melalui situs web resmi di tingkat nasional atau kota besar, terdapat
kekurangan dalam penelitian yang secara khusus fokus pada tingkat lokal, seperti di
tingkat desa. Studi kasus di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, menjadi penting karena
dapat mengisi celah pengetahuan tentang bagaimana pemerintahan desa secara konkret
mengintegrasikan komunikasi digital melalui situs web resmi dalam tatakelola
pemerintahannya. Penelitian semacam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang tantangan, peluang, dan dampak dari penerapan teknologi digital
dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi integrasi komunikasi
pemerintahan digital melalui situs web resmi di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk.
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana pemerintah desa
memanfaatkan situs web resmi dalam upaya meningkatkan aksesibilitas informasi,
partisipasi masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Manfaatnya meliputi penyediaan
wawasan yang lebih baik tentang penggunaan teknologi digital dalam konteks
pemerintahan desa, identifikasi tantangan yang dihadapi dalam integrasi komunikasi
digital, serta penyediaan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait lainnya
untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari penggunaan situs web resmi dalam
tatakelola pemerintahan desa.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan sumber data utama yang
berasal dari situs resmi pemerintah Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk
(https://www.desatontouan.com/). Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik,
yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap konten yang tersedia di situs web
tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai
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tema dan isu yang tercermin dalam konten situs web, seperti informasi tentang kebijakan
pemerintah, program pembangunan, layanan publik yang tersedia, serta mekanisme
partisipasi masyarakat.

Proses analisis tematik melibatkan pencarian pola-pola tematik yang muncul dari
konten situs web, serta identifikasi hubungan antara tema-tema tersebut. Langkah-langkah
analisis juga mencakup pengelompokan dan klasifikasi informasi yang ditemukan dalam
kategori-kategori yang relevan, untuk kemudian dieksplorasi lebih lanjut. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana
komunikasi pemerintahan digital diimplementasikan melalui situs web resmi Desa
Tontouan, Kecamatan Luwuk, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan
efektivitas layanan publik di tingkat lokal.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan perangkat lunak
Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus berperan dalam membantu pengelompokan, klasifikasi, dan
analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan dari situs web resmi pemerintah Desa
Tontouan, Kecamatan Luwuk. Dengan fitur-fitur yang disediakan, seperti kemampuan
untuk mengidentifikasi pola-pola tematik, melakukan pencarian teks yang cermat, dan
memfasilitasi pengelolaan data yang kompleks, Nvivo memberikan dukungan yang
signifikan dalam menggali wawasan mendalam dari konten situs web tersebut. Dengan
demikian, penggunaan Nvivo 12 Plus menjadi tambahan yang berharga dalam
memperkuat analisis tematik dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai
dimensi komunikasi pemerintahan digital dengan lebih terperinci dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Situs web resmi di Desa Tontouan dikelola langsung oleh pemerintah desa sebagai
platform utama untuk berkomunikasi, menyediakan informasi, dan menyampaikan
layanan kepada penduduk setempat. Penggunaan tangkapan layar dari situs web resmi
pemerintah Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, sebagai bagian dari penelitian ini
memberikan keuntungan tambahan dalam menggambarkan konteks komunikasi
pemerintahan digital yang terdapat di situs tersebut. Tangkapan layar dapat mengabadikan
tampilan situs web pada titik waktu tertentu, memperlihatkan informasi yang tersedia,
struktur tata letak, serta elemen visual dan desain yang mendukung komunikasi. Dengan
demikian, tangkapan layar tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan gambaran
visual yang lebih lengkap dan representatif dari situs web, yang dapat membantu
memperkuat analisis tematik dan pemahaman tentang bagaimana informasi disajikan dan
diakses oleh pengguna situs web tersebut.
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Gambar 1. Tangkapan layar situs web resmi pemerintah Desa Tontouan.
Sumber: www.desatontouan.com, 2024

Gambar 1 menampilkan beragam menu pilihan yang dapat diakses oleh publik
melalui situs web resmi Desa Tontouan, mencakup Profil, Informasi, Berita, Galeri,
Keuangan, dan Interaksi. Menu "Profil" berisi informasi tentang sejarah, demografi, dan
struktur pemerintahan Desa Tontouan, memberikan gambaran umum kepada pengunjung
tentang karakteristik dan keberadaan desa tersebut. Sementara itu, menu "Informasi"
menyediakan rincian tentang layanan publik yang tersedia, prosedur administratif, dan
kontak penting untuk mengakses berbagai layanan atau menghubungi pemerintah desa.
Menu "Berita" menjadi sumber utama informasi terkini tentang kegiatan, proyek, atau acara
yang sedang berlangsung di Desa Tontouan, memungkinkan masyarakat untuk tetap up-
to-date dengan perkembangan terbaru dalam lingkup desa.

Sementara itu, menu "Galeri" berisi koleksi foto atau video yang menampilkan
berbagai kegiatan atau acara di desa tersebut, memberikan pandangan visual yang menarik
tentang kehidupan dan budaya lokal. Di sisi lain, menu "Keuangan" menyajikan informasi
tentang anggaran, belanja, atau laporan keuangan desa, memperlihatkan transparansi
dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa kepada masyarakat. Terakhir, menu
"Interaksi" berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik,
saran, atau pengaduan kepada pemerintah desa, memfasilitasi komunikasi dua arah antara
pemerintah dan warga. Dengan demikian, melalui berbagai menu pilihan ini, situs web
Desa Tontouan bertujuan untuk memberikan akses yang komprehensif dan transparan
kepada masyarakat tentang informasi, layanan, dan interaksi dengan pemerintah desa.
Adapun salah satu isi informasi dari salah satu menu tersebut dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tangkapan layar situs web resmi pemerintah Desa Tontouan terkait isi
informasi.
Sumber: www.desatontouan.com, 2024

Gambar 2 menampilkan tangkapan layar situs web resmi pemerintah Desa Tontouan
yang berfokus pada isi informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)
desa. Informasi tentang APBD desa merupakan bagian penting dari transparansi keuangan
dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakatnya (Azizah & Kholifah R, 2023;
Tumiwa et al., 2021). Dengan menyajikan informasi tersebut melalui situs web resmi,
pemerintah desa memberikan akses yang lebih mudah bagi warga untuk memahami
alokasi dana publik dan melacak penggunaannya, meningkatkan partisipasi dan
pengawasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Penghadiran informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di
situs web resmi pemerintah Desa Tontouan menandakan komitmen yang kuat terhadap
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui platform
online ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses rincian tentang bagaimana dana
publik dialokasikan dan digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian,
pemerintah desa tidak hanya meningkatkan tingkat transparansi, tetapi juga mendorong
partisipasi aktif dan pengawasan yang lebih baik dari warga dalam proses pengelolaan
keuangan desa. Dengan informasi yang tersedia secara terbuka, masyarakat dapat
memahami prioritas pengeluaran desa, mengidentifikasi proyek-proyek yang sedang
dilaksanakan, dan secara efektif memberikan masukan serta umpan balik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD desa (Adelia & Harahap, 2022;
Pratama et al, 2021). Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, inklusif, dan
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akuntabel di mana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan pembangunan desa
yang berkelanjutan.
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Gambar 3. Integrasi situs web dengan media sosial.
Sumber: Diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar 3 menyoroti integrasi situs web resmi pemerintah Desa Tontouan dengan
berbagai platform media sosial, termasuk Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube,
sebagai bagian dari upaya pembangunan komunikasi publik yang lebih luas. Integrasi ini
memperluas jangkauan komunikasi pemerintah desa dengan memanfaatkan beragam
kanal yang digunakan secara luas oleh masyarakat dalam berinteraksi dan berbagi
informasi. Melalui Twitter, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi singkat dan
pembaruan terkini kepada masyarakat, sementara platform seperti Facebook dan Instagram
memungkinkan pemerintah desa untuk membagikan konten visual, seperti foto dan video,
yang dapat lebih menarik perhatian publik. Selain itu, keberadaan di Youtube
memungkinkan pemerintah desa untuk mempublikasikan video-video resmi, seperti
rekaman acara atau penjelasan kebijakan, yang dapat diakses oleh masyarakat secara
online, menyediakan lebih banyak opsi bagi warga Desa Tontouan untuk terlibat dan
terhubung dengan pemerintah desa mereka secara digital. Dengan demikian, integrasi situs
web dengan media sosial menjadi strategi penting dalam memperkuat komunikasi publik,
memperluas cakupan informasi, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses
pemerintahan.
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Integrasi situs web resmi pemerintah Desa Tontouan dengan platform media sosial
juga membuka peluang untuk interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui komentar, pesan langsung, atau tanggapan terhadap postingan, warga dapat
berpartisipasi aktif dalam diskusi, memberikan umpan balik, dan mengajukan pertanyaan
kepada pemerintah desa. Hal ini tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas
pemerintah desa, dengan memberikan kesempatan bagi warga untuk menyuarakan
aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung. Dengan demikian, integrasi media sosial
dengan situs web resmi tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga
membangun jaringan komunikasi yang lebih inklusif dan responsif antara pemerintah dan
masyarakat, memperkuat fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan
berkelanjutan di tingkat lokal.

Bentuk mteraksn

a'ed i us

Survg" Buku tarr;u Suara aTlaa Masukaﬁan
saran

Gambar 4. Bentuk interksi.
Sumber: Diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024

Gambar 4 menampilkan berbagai bentuk interaksi yang difasilitasi melalui situs web
resmi pemerintah Desa Tontouan, antara lain survei, buku tamu, suara Anda, masukan, dan
saran. Survei memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengumpulan data atau pendapat terkait berbagai isu yang relevan dengan pembangunan
desa. Sementara itu, buku tamu menyediakan wadah bagi pengunjung situs web untuk
meninggalkan pesan, komentar, atau kesan mereka tentang layanan atau kegiatan
pemerintah desa. Fitur "Suara Anda" memungkinkan warga Desa Tontouan untuk
menyuarakan aspirasi, harapan, atau masalah yang dihadapi secara langsung kepada
pemerintah desa, sedangkan bagian masukan dan saran memberikan ruang bagi
masyarakat untuk memberikan kontribusi, saran, atau kritik yang konstruktif untuk
perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam tatakelola pemerintahan desa. Melalui
berbagai bentuk interaksi ini, situs web resmi menjadi sarana yang inklusif dan responsif,
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memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan dan pengelolaan desa.

Secara keseluruhan, diskusi mengenai integrasi komunikasi pemerintahan digital
melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, memberikan gambaran yang
komprehensif tentang bagaimana pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi dan
media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan efektivitas
layanan publik. Dengan menerapkan berbagai fitur dan strategi, seperti menyajikan
informasi tentang APBD, mengintegrasikan media sosial, dan menyediakan wadah untuk
interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, situs web resmi Desa Tontouan
menjadi sebuah contoh yang mengilustrasikan bagaimana teknologi dapat digunakan
sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta
meningkatkan tatakelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan inklusif di
tingkat lokal.

Kesimpulan

Dalam studi kasus ini, temuan utama menunjukkan bahwa integrasi komunikasi
pemerintahan digital melalui situs web resmi Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, telah
memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, partisipasi
masyarakat, dan efektivitas layanan publik. Melalui penyajian informasi yang terperinci,
pemerintah desa berhasil meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk memantau aktivitas pemerintah desa. Selain itu, integrasi media sosial
memperluas jangkauan komunikasi pemerintah dengan masyarakat, sementara fitur
interaktif seperti survei, buku tamu, dan masukan memfasilitasi partisipasi aktif dan
pengiriman umpan balik langsung dari masyarakat. Kesimpulan utamanya adalah bahwa
teknologi informasi, khususnya melalui situs web resmi, telah menjadi katalisator penting
dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta membangun
fondasi yang lebih kokoh bagi tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan
responsif di tingkat desa.

Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya adopsi strategi komunikasi digital
yang holistik dan terintegrasi dalam konteks pemerintahan lokal. Integrasi berbagai fitur
dan platform, mulai dari penyajian informasi yang terstruktur di situs web hingga
pemanfaatan media sosial untuk interaksi dua arah, telah membantu Desa Tontouan
membangun ekosistem komunikasi yang dinamis dan responsif. Hal ini menunjukkan
bahwa investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan
manfaat dalam penyediaan layanan publik yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat
hubungan antara pemerintah dan masyarakat, membentuk pondasi yang kuat untuk
pembangunan berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Dengan demikian, kesimpulan
utama dari studi ini adalah bahwa transformasi digital dalam tatakelola pemerintahan
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membuka peluang besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di tingkat desa
melalui peningkatan aksesibilitas informasi, partisipasi, dan pelayanan yang responsif.
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